5. PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS LA

Jalan By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya
Homepage : www.patasikmalaya.go.id / e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com
Telepon/Fax : (0265) 546059

SINGAPARNA - TASIKMALAYA

SURAT PERJANJIAN /KONTRAK KERJA
Nomor : W10-A6 /281/HK.05/1/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-01-2023),
kami yang bertandatangan dibawah 101 s~ s ee o e o s e e
1. ZAINI RAHMAN : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama
Tasikmalaya Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama
Tasikmalaya Kelas [A Nomor :
WI10-A6/0273/KU.01/1/2023 tanggal
9 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan =~ Agama  Tasikmalaya  beriempat
kedudukan di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari
Kec. Singaparna Tasikmalaya, selanjuinya disebut
PIHAK KESATUj~~~

2. MAULANA DWI PERMANA,S.H. : Ketua FBH Peradi Tasikmalaya dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PBH Peradi Tasikmalaya vang
berkedudukan di Ruko Permata Regency B No.3
RT.007 RW.003  Tugujaya  Cihideung-Kota
Tasikmalaya, yang selanjuinya disebut PIHAK

Kedua belah pihak sepakat mengingatkan diri dalam suatu perjanjian ini untuk Penyediaan Jasa
Konsultan Hukutn Posbankum Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 dengan
ketentuan dan syarat~syarat sebagai berikut - -~ mmm e mm oo e

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal i ,

1) Maksud dari surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar
Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA
Menjadi tePat SASATAT. -~ -~~~ = s

2) Tujuan dari surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk Penyediaan Jasa Konsultan
Hukum Posbankum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi/atau tidak memilik akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan
layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan
dokumen hukum yang dibutthkan.~- -~ o oo e

PENERIMA JASA

Pasal 2
1) Penerimaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum Pada Pengadilan adalah setiap orang atau
sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada
informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi,
konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.-~-----~
2) Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah beriindak sebagai
Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/ Termohor. -~ --~-=~smemsmmmmnmmnmsm s s v



JENIS JASA HUKUM
Pasal 3
1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbankum Pengadilan pada Pos Bantuan
Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berupa pemberian informasi, konsultasi,
advis hukum, atan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-------~---------
2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon
dan Tergugat/ TertONON - - -~~~
3) Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh
diberikan oleh satu orang petugas Posbankum Pengadilan yang sama.------~~=--eseecmmmun-

MEKANISME FEMBERIAN JASA
Pasal 4

1) Petugas Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Posbankum memberikan layanan Bantuan Hukum
kepada pemohon layanan Posbankum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir
permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi
DL BY AT ATATL. =~ = = e e o
a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala
Wilayah setingkat yang menyatajkan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu
membayar biaya perkara, atau;~- s ss s s e
b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial
(PKS), atau dokumen lainya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis
data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang
memberikan keterangan tidak mampul, atau;-«--=~==nnmmms s s
c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pemohon layanan Posbankum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbankum
Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbankum Pengadilan tidak memiliki dokumen
sebagaimana disebut dalam huruf a atanu b.-~-~--~-ccc e o
2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat
langsung menerima layanan Posbankum Pengadilan. ===~ smmms oo
3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan
Posbankum Pengadilan membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja saful~~~seneass
4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbankum Pengadilan
diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft coOpy.~=--=~-==-mmmmmommmmmeamaenn
5) Apabila Penerima layanan Posbankum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara,
maka Petugas Posbankum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan
biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.--~~~msmmmsmmmasasnnsinmnmo

NILAI PEKERJAAN
Pasal 5
Nilai pekerjaan didasarkan Pada tmmmmmmem s s s e e
1) Jumlah orang yang dilayani oleh Pemberi layanan Posbankum Pengadilan dalam melaksanakan
tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas JA;-~~---~=~nnammmmnan
2) Jumlah orang sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal selama dua (2) jam setiap satu orang
pererima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar layanan.---—-~~----emeememoamommmnes

CARA PEMBAYARAN
Pasal 6
1) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum dilakukan kepada Lembaga penyedia layanan
Posbankum Pengadilan setiap satu bulan sekali setelah Lembaga penyedia layanan Posbankum
Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataanya melalui Bendahara Pengeluaran
Pengadilan Agama Tasikmalaya secara langsung kepada FIHAK KEDUA dari uang persediaan
setelah terlebih dahulu dipotong pajak menurut ketentuan hukum yang berlaku yang

}
uid



dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023
Nomor : SP DIPA 005.04.2.400705/2023 MAK BZ2213 1. -~rr~rmmannmnssssm o mce oo
2) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas
diperhitungkan sefiap satu orang petugas Posbankum Pengadilan dalam memberikan bantuan
jasa hukum sebanyak jumlah orang yang dilayaniys~sem=s--mmmecmmmoo oo mmmmse s e
3) Pembayaran petugas Posbankum Pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas
dibayarkan sebesar Rp 80.000,-/orang (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk
sebanyak 500 orang per tahun atau sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) ;-------
4) Pembayaran akan dilaksanakan sesual dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan
Hukuin /Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan PeKerjaart.««--------coc o rmmmmmmmnnnmnmnnnnn-n

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 7
Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbankum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun
Anggaran ferhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan
BT DIESEINBDET Z 023 .~ == m o s o S e i

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA 1w ussam oo oo s s o o m wme e e
a) Menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbankum Pengadilan minimal berupa
sattl ruangan, meja dan Kursi.~~-~s~sssmm s s e

b) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbankum Pengadilan dengan
ketentuan sebagal DErTRULE ===«
1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbankum Pengadilan ditetapkan
berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.--=====~~~~smmsmsns
2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada layanan pe orang yang diberikan oleh Petugas
Posbankum Pengadilan. -~ aw s oo
¢) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbankum
Pengadilan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali~~~==s-ommsmmmmmmm e eemmmmm s one e

d) Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :---~~-~~
1) Peringatar JISam ;- ~-n === m s s stk e

2) Peringatan fertiilis;- = mmmmo s s s s e

3) Pemberhentian Sementara)-- ===~ oo s

4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan, - r~~~m~wusssass oo s oo s

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

a) Mendapatkan dan mengelola sarana prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah
dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama
L, e s e e e e B B S

b) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima
Layanan Posbankum Pengadilan. -~ s e

c) Membuat daftar petugas Posbankum Pengadilan dan sistem pengaturan rofasi para petugas
Posbankum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.-—----«---mrrmmmnmen

d) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan RUKUIM .~~~ mms oo cmmm oo

e) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam ketja yang telah ditentukan,-~~-~

) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.---~~-«~~-mmscccmmmmmmmmnnnmeo

g) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.~~~~~~~~~-~

h) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprenensif.--«~--~-==-cmvumm-

1) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Poshankum
PN AT LA~ e s e e

J) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-
anak dan orang 1anjut Usia. -~~~ ss o m s s

k) Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbankum Pengadilan.~--~--~~~~~



)]
m)

n)

1)

2)

1)
2)

3)

Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbankum Pengadilan
untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan. —-----rmmmmmmmmmsmoss s s s oo
Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan fugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK
PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.------~«-<--emeeecoeoas
Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ind,—-----~~~=rvmvmmnnn

SANKSI

Pasal 9
Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut
secara hukum baik pidana maupun perdata.~smememsss e s ss oo
Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU tidak wajib
membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.---==s--m-msemsceammn

PENUTUP

Pasal 10
Pelaksanaan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Perjanjian/Kontrak Kerja ini buat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh
PIHAK KESATU dan FIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, rangkap
pertama dan kedua pada naskah asli masing~masing sama bunyinya dan semua rangkap
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK

Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum
(perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak
KT T o e e e e

PIHAK KEDUA PIXJAK KESATU
KETUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PBH PERADI TASIKMALAYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
il KELAS 1A

TERAI
TEMPEL

GDCAKX193764102

MAULANA DWI PERMANA,S.H.. ZAINI MAN



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
NOMOR : W10-A6/282/HK.05/1/20253
DENGAN
PBH PERADI TASIKMALAYA
NOMOR : 003/SPK-PBHPeradiTsm/1/2023
TENTANG
PENYEDIAAN JASA KONSULTAN HUKUM POSBANKUM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(10-01-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, yang bertanda
tangan di bawah IN1 ¢ ~~ == c s oo s

1. URAY GAPIMA APRIANTO, : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA,
M.H. dalam hal ini berfindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang

berkedudukan di J1. By Pass Linggasari Desa Singasari

Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK

2. MAULANA DWIPERMANA, S.H.  : Ketua PBH Peradi Tasikmalaya dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama PBH Peradi
Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Permata
Regency B No.3 RT.007 RW.003 Tugujaya
Cihideung-Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA; ~-~~~nmmrnmmsmmmss e

Untuk selanjutriya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara
bersama-~sama bersepakat melakukan kerjasama untuk penyediaan jasa konsultan hukum
POSBANKUM pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023 dengan
ketentuan sebagai berikut : -~ === - mmmmmmmmn s o



BAB1
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan @~~~ comom oo nae

1. Pos Banfuan Hukum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap
Pengadilan tingkat perfama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,
konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuat
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaKii—messsmmsommmmmsmmmm oo

2. Petugas Posbankum Pengadilan pemberi layanan di Posbankum Pengadilan yang
merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari PBH PERADI
TASIKMALAYA yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dan
bertugas sesuai dengan kesepakatan layanan per orang dalam perjanjian kerja sama
tersebut dan tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas [A;~~~~m~wmmammennn

3. Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah lembaga masyarakat sipil penyedia
advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi propesi advokat
dan/atau lemabga konsultasi dan bantuan hukum diperguruan finggi;---~-~~~=~=~=~~n~

4. Penerima Layanan di Posbankum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang
yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan
konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi,
advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;--~-~------~-

BABII
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan penyediaan jasa konsultan
hukum POSBANKUM pada Pengadilan Agama Tasikimalaya Kelas IA sebagai bagian
dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum tahun 2023 di
lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan
terkoordinasi, untuk sebesar~besarnya pencapaian rasa keadilan 1-------ccomoee -

Z. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
PDILYISI]D I~ mmm mm o o s e b

v KeAILAN Jm~m e e e e e e

. Sederhan, cepat, dan biaya ringan;- -~~~ wm~msmmmsmms s mssmms st

Non disktiminatify=-~=-m e s i

o TLANSPATANISLj~ ~ ~~~ = m e e i e

ARUNTADIITEAS; ~ =~ o oo

Efektifitas dan efisiensiym s msm oo oo e e

. Bertanggung jawab; dan - -~~~ e e

o P O S O Al~ ~ =~ e

Y N



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya

Kelas IA dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum PBH PERADI
TASTKIMALAYA; - e st et

2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Posbankum pada Kantor

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas TAj~-emwmsmssm s m s s e

3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi
bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan
pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;---

4. Pengaturan jadwal dan daftar petugas Pemberi Bantuan Hukum disusun dalam

PELJAIIAN KeIjASAINA =~~~ mmw o= o o e e

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA =~ nmmmsmn s sas an s o

1.

2.

Menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan
minimal berupa satu ruangan, meja dan Kursiy----=---~==smemmomme mrnm e
Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pembeli layanan Posbankum
Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut ~~~~~--mmvmmmrmmmnmm s s s
a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbankum Pengadilan
ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun
ANGZATAN 2023 wommmmm e e e s
b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada layanan per orang vang diberikan oleh
petugas Posbankum kepada pihak penerima jasa;-~~~~~~=~==smssmosmmmmomme

. Melakukan monitoring setiap bulan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap

proses layanan bantuan hukum di Posbankum Pengadilan secara berkala minimal 1
(sat11) Dulan SeKali;e=-~ e oo e

. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:---

4. Peringatan LiSan; = emmm e e s
b. Peringatan ferfulis;~~—~~~~rmm o e oo o e
¢. Pemberhentian sementara;~-~—-~m==mmmmmmmmmsmm s s e e
d. Pemutusan hubungan kerjasama Kelembagaan;-~~«~«m~~xmxwmmwmsmmmmmimna oo

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA teos s e oo e e e e e

1.

Mendapatkan dan mengelola sarana prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang
telah dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana discbutkan pada Pasal (4) Perjanjian
KeLJASATIA D11 5 e e e e e
Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar
dari Penerima Layanan Posbankum Pengadilan; «=-e-—swmm oo omm oo



3. Membuat daftar petugas Posbankum dan sistem pengaturan rotasi para petugas

Posbankum Pengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agamay-~~---~---~
4. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum;-~---~~esessscmmmee oo
5. Membuat dan mencatat pelayanan bantuan hukum yang diberikan pada register

layanan bantuan RuRUaL ~~~~~ -~~~ e s oo
6. Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang

telah ditentUKALL) ~- -~ s s s s

7. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab; ~---------rre~m~nnan
8. Memberikan informasi hukum atau informasi lain yang terkait secara jelas dan

9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;---~~~~
10. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan
Posbankum Pengadilan; ===~ me oo s
11. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas,
perempuan, anak-anak, dan orang lanjut Usia;---~-~--nmmmmmmms s smmmann oo
12. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan posbankum Pengadilan;
13. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan posbankum
pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;-----=------mrmmmmemmnmmmnnnns
14. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi
kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung
LAY R~ s e e
15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;-------

BABV
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan Surat Perintah Kerja (SPK), sampai
dengan akhir tahun anggaran atau sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan
meskipun pembayaran atas penyediaan jasa konsultan hukum POSBANKUM pada
Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023 telah terserap habis sebelum
masa akhir tahun anggaran, akan tetapl PIHAK KEDUA sepakat dan siap untuk tetap
memberikan layanan penyediaan jasa konsultan hukum POSBANKUM pada Pengadilan
Agama Tasikmalaya Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai bentuk pengabdian
kepada lembaga dan masyarakat tanpa menuntut pembayaran apapun kepada PIHAK
PERTAMA, dan/atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian
kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memperbaharuinya kembali jika
tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaki.;-«--rwnmmmmmmmmmmmmsnmnanncamna

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang
memenuhi syarat-syarat sebagai Derikut ===~ mm e oo e

a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum islam j-----



—+

Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;~~--~
Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbankum Pengadilan, harus
menempuh 140 SKS dan Iulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara
dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum
atanl Sarjana SYAri’al ~~- === s e
Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum j=~-~-
Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadlan Agama uniuk mewujudkan
pelayanan prima Pengadilan: -~~~ m s s s e
Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama j------—=~~ e mmoommcm o nn

g Tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas [A j~~~~~~=vememmmmmmmmmammmnnn

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada
pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan
bantuan hukum yang telah disediakan dan melampirkan j--------«emmmmmmmmonnmsnannnns
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atatl««--=-s-c=nmmmmmsseaeee
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),
Kartu Jaminan Keschatan Masyarakat (Jamkesmas), Kariu Beras Miskin (Raskin),
Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),
Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan data
penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh
instansi lain yang berwenang untuk memberikan keferangan tidak mampu, atau ;-
c. Surat Pernyatan Tidak Mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan
ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan

Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat~-surat yang diperlukan
dapat Jlangsung menerima layanan Posbankum Pengadilan j-r~~=~wunwwmmmnsmsmmmmmmcann
Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi
layanan Posbankum Pengadilan membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja

Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbankum Pengadilan
diserahkan ke meja satu dalam bentuk Aard copy dan Soff copyy==--=~=mm=mmmmmmmmmmun=-x
Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-
sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan
dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama j-------=«r~-nemmmemmnmmn

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas penyedia jasa konsultan hukum
POSBANKUM adalah sebagai Derikiit i~~=~~~~mmmm e e s e



1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat
siapa dan latar belakang pemohon bantuan RUKUIM =~ wmmmssssmmmm e
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efekfif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai
dengan kebufuhan permONON s ss s o s e

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM diukur melalui hal-
hal sebagai DertKILt 1~ m o s s e e

a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;----~--

b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan j-----~ssesessssmmsmsssocsmmm oo

c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara
yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulannya j--------—-oemmmmmmmmmmmm e a e

BAB X1
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM wajib mematuhi kode etik pelayanan
di Pos Bantuan Hukum sebagai Derikut 1~—- === -m v mmmm s s s s s e

a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum
sekaligus kepada penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara
VAN, SALTLE 5 o oo e e o o e e e

b. Petugas pemberi banfuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan
ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitag;-~--~~~-=~~=mmmcmm oo

¢. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan
atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam
menyelesaikan perkara di pengadilan ;- sesssmmm o e

d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya
/imbalan apapun dari pemohon bantuan MUK ju s s s s cit e

e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum
untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor hukum tertentu j-----~~=~mn=snueum

f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama
menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbankum, selain yang telah
ditentukan dalam perjanjian Kerjasama I j-=--=~-~~=mmmmomm oo

g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan
martabat Pengadilan -

h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos
Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian
kerja sama Ini j-——-—~ - o s e e e



BAB X
KOORDINASI
Pasal 12

. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
perjanjian Kerjasama Iij= ===~~~ ~=w=mm oo o oo
. Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara optimal dalam
terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di
tingkat provinsi atau kabupaten/Kota ===~ mmmmmmm ot

BAB X1
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian

kerjasama ini secara periodik 1(satu) bulan sekali yang dilakukan oleh j-~~-rnmm~~mmnmen

a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA selaku Koordinator
Pengawasan,

b. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang terkait
bidang layanan publik; ~«~ s s e oo oo e e e

¢. Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA terkait
tekanis YUSHISIAL 5= m~ v s e

d. Tim Pengelola Anggaran terkait dokumen realisasi anggaran Pengadilan Agama
Tasikmalaya Kelas JAj=~~~~ - mmmmmm e

e. Penanggung Jawab penyedia jasa konsultan hukum POSBANKUM, Evaluasi, dan
Monitoring pada Pusat Bantuan Hukum PBH PERADI TASIKMALAYA;~--~~~~cxmaxxc

. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 1 (satu) bulan sekali

terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama il j=~wwmoemmme oo mmm oo

BAB XU
PEMEBIAYAAN
Pasal 14

. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan
pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun Anggaran 2023 Nomor :
SF DIPA-005.04.2.400705/2023 tanggal 30 November 2022 Mata Anggaran 522131,
. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pengadilan
Agama Tasikmalaya Kelas IA secara langsung kepada PIHAK KEDUA dari uang
persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak menurut ketentuan hukum yang
DO AU o o e e e e

. Pembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada jumlah orang yang dilayani oleh
PIHAK KEDUA sebesar Rp 80.000,-/orang (delapan puluh ribu rupiah) per orang
dengan batasan tagihan jumlah orang maksimal pada satu tahun sebanyak 500 orang
atau sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) j ~~----=--=-~m~memmmmmmmnmmmnaos



BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
VANG DELIAUL 5 mm wmms wse oe eeeeeeee

2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri
TNAUPUIT DEESAIIA ~SAIIE = ~ o v s e s o

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-
perubahan yang di pandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam
naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian
KEFJASAMNA TN jrmmm s e

BAB X1V
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan
bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing
pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK =~ wuwmmmsm e o mm e eoee

2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi
dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlakun s~~~ - o oo s

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KETUA KETUA
PBH PERADI TASIKMALAYA FENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KELAS IA

MAULANA DWI PERMANA, S.H. URAY GAFIMA ATO, M.H.
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